1. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Kepolisian

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan keinginan
terwujudnya supremasi hukum, hak asas manusia, globalisasi, demokratisasi,
desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas, telah melahirkan berbagai
paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung
jawab Polri yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan
harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Polri yang makin meningkat dan

lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya.

Segjak ditetapkannya Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara,
Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI Nomor
VII/MPR/2000, maka secara konstitusional telah terjadi perubahan yang
menegaskan rumusan tugas, fungsi, dan peran Polri serta pemisahan kelembagaan
Tentara Nasiona Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai

dengan peran dan fungsi masing-masing.
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Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Perubahan Kedua, Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR
Rl Nomor VII/MPR/2000, keamanan dalam negeri dirumuskan sebagai format
tujuan Polri dan secara konsisten dinyatakan dalam perincian tugas pokok yaitu
memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta
melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, namun daam
penyelenggaraan fungs kepolisian, Polri secara fungsional dibantu oleh
kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan

swakarsa melalui pengembangan asas subsidiaritas dan asas partisipasi.

Tugas dan wewenang dari Polri diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia mengatur bahwa tugas pokok
Polri adalah:

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

b. Menegakkan hukum; dan

c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada

masyarakat.

Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Republik Indonesia menentukan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
tentang Kepolisian, Polri bertugas:
a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawaan, dan patroli terhadap
kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;

b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban,
dan kelancaran lalu lintas di jalan;
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Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat,
kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap
hukum dan peraturan perundang-undangan;

Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;

Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap
kepolisian khusus, penyidik pegawa negeri sipil, dan bentuk-bentuk
pengamanan swakarsa;

Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana
sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan
lainnya;

Menyelenggarakan identifikas  kepolisian, kedokteran kepolisian,
laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas
kepolisian;

Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan
lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk
memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi
manusi &

Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum
ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;

Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya
dalam lingkup tugas kepolisian; serta

Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasa 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

mengatur bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang

Kepolisian, Polri secara umum berwenang:

a

b.

—
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Menerima laporan dan/atau pengaduan;

Membantu menyelesaikan perselishan warga masyarakat yang dapat
mengganggu ketertiban umum;

Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
Mengawas airan yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam
persatuan dan kesatuan bangsa;

Mengeluarkan peraturan kepolisan dalam lingkup kewenangan
administratif kepolisian;

Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari  tindakan
kepolisian dalam rangka pencegahan;

Melakukan tindakan pertamadi tempat kejadian;

Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
Mencari keterangan dan barang bukti;

Menyel enggarakan pusat informasi kriminal nasional;
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Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam
rangka pel ayanan masyarakat;

Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan
pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;

M enerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Lebih lanjut Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang

Kepolisian menentukan bahwa Polri sesuai dengan peraturan perundang-undangan

lainnya berwenang:

SO0 T

Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan
Masyarakat lainnya;

Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;

M enerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;

Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak,
dan senjatatgjam;

Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan
usaha di bidang jasa pengamanan;

Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus
dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan
memberantas kejahatan internasional;

Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang
berada di wilayah indonesia dengan koordinasi instansi terkait;

Mewakili pemerintah republik indonesia dalam organisas kepolisian
internasional;

Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas
kepolisian.

Pasa 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

menentukan bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

tentang Kepolisian, di bidang proses pidana Polri berwenang untuk:

a

b.

C.

Melakukan penangkapan, penahanan, penggel edahan, dan penyitaan;
Melarang setigp orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian
perkara untuk kepentingan penyidikan;

Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka
penyidikan;
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Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa
tanda pengenal diri;

Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebaga tersangka atau
saksi;

Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan
pemeriksaan perkara;

Mengadakan penghentian penyidikan;

Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;

Mengajukan permintaan secara langsung kepada pegabat imigrasi yang
berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau
mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka
mel akukan tindak pidana;

Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai
negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil
untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan

Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Lebih lanjut Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang

Kepolisian mengatur bahwa tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

huruf | adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika

memenuhi syarat sebagai berikut:

a

b.

C.
d.

€.

Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;

Selaras dengan kewagjiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut
dilakukan;

Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
Menghormati hak asasi manusia.

Kewenangan kepolisian di bidang lalu lintas diatur lebih lanjut dalam Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sesuai

dengan Pasal 7 ayat (2) e menyatakan bahwa tugas pokok dan fungsi Polri dalam

hal penyelenggaraan lalu lintas sebagai suatu urusan pemerintah di bidang

registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakkan

hukum, operasional managjemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu
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lintas. Selanjutnya, tugas dan fungsi Polri tersebut, diperinci pada Pasal 12,
meliputi 9 (sembilan) hal sebagai berikut:
a. Pengujian dan penerbitan SIM kendaraan bermotor;
b. Pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
c. Pengumpulan, pemantauan, pengolahan, dan penyajian data lalu lintas dan
angkutan jalan;
d. Pengelolaan pusat pengendalian sistem informasi dan komunikasi lalu
lintas dan angkutan jalan;
e. Pengaturan, penjagaan, pengawal an dan patroli lalu lintas;
f. Penegakan hukum meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan
kecelakaan lalu lintas;
g. Pendidikan berlalu lintas;
h. Pelaksanaan mangjemen dan rekayasalalu lintas;
i. Pelaksanaan managemen operasional lalu lintas.
Polri dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam
melaksanakan tugas-tugasnya akan berorientass pada kewenangan yang
dimilikinya, akan tetapi tugas dan fungs Polri di bidang lalu lintas dengan
kewenangan-kewenangan yang melekat selalu berkolerasi erat dengan fungsi
kepolisan lainnya baik menyangkut aspek penegakan hukum maupun
pemeliharaan Kamtibmas dan pencegahan kejahatan secara terpadu. Salah satu
peran polisi lau lintas adalah penegakan hukum meliputi penindakan pelanggaran
dan penanganan kecelakaan lalu lintas. Penegakan hukum bidang lalu lintas
adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-
norma hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan secara nyata sebagal
pedoman perilaku dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan telah
diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan. Penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan meliputi:
a. Penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas; dan

b. Penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.



21

B. Pengertian Penyitaan

Prosedur penyitaan di dalam KUHAP erat hubungannya dengan pembuktian, oleh
sebab itu harus ada pembatasan dan aturan yang tegas supaya tidak terjadi
kesewenang-wenangan dari penegak hukum sehingga tidak terjadi rekayasa alat
bukti yang dapat merugikan tersangka. Karena tidak semua orang yang dipenjara
adalah orang yang bersalah dan tidak semua orang yang tidak dipenjara adalah
orang yang tidak bersalah Penyitaan berdasarkan Pasal 1 angka 16 KUHAP
adalah serangkaian tindakan untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah
penguasaannya benda bergerak, berwujud dan tidak berwujud untuk kepentingan

pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Proses penyitaan demi kepentingan pembuktian di persidangan harus dilakukan
dengan cara yang diatur oleh undang-undang, antara lain harus ada izin Ketua
Pengadilan Negeri setempat sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1) KUHAP.
Penyitaan dapat dilakukan tanpa adanya izin Ketua Pengadilan Negeri setempat
hanya untuk keadaan sangat perlu dan mendesak, apabila penyidik harus segera
bertindak dan tidak mungkin meminta izin Ketua Pengadilan terlebih dahulu.
Penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda yang bergerak dan untuk
itu waib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan setempat guna

mendapatkan persetujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (2) KUHAP.

Benda yang dapat disita sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf a
KUHAP, adalah benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau
sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau dari hasil dari tindak pidana.

Benda-benda lain yang dapat disita, ialah sebagai berikut:
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1. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan delik atau
untuk mempersiapkan, diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b KUHAP.

2. Bendayang dipergunakan untuk menghalangi-halangi Penyidik Delik (tindak
pidana) diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c KUHAP.

3. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan delik pasal diatur
dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d KUHAP.

4. Benda lain yang mempunya hubungan langsung dengan delik yang

dilakukan, diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf e KUHAP.

Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit, dapat
juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara
pidana, apabila dipenuhi persyaratan huruf a sampai d di atas, diatur dalam Pasal
39 ayat (2) KUHAP. Tindak pidana yang tertangkap tangan diberlakukan
penyitaan, diatur dalam Pasal 40 KUHAP yang menyatakan bahwa dalam hal
tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda atau alat yang ternyata atau yang
patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain

yang dapat dipaka sebagai barang bukti.

Selain itu diatur dalam Pasa 41 KUHAP yang menyatakan bahwa dalam hal
tertangkap tangan, penyidik berwenang menyita paket atau surat atau benda yang
pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan
telekomunikasi atau pengangkutan sepanjang paket, surat atau benda tersebut,
diperuntukan bagi tersangka atau yang berasal dari padanya, dan untuk itu kepada

tersangka dan atau kepada pejabat kantor pos dan telekomunikasi, jawaban atau
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perusahaan telekomunikasi atau pengangkutan yang bersangkutan, harus

diberikan tanda penerimaan.

Pasal 43 KUHAP mengatur bahwa dalam penyitaan surat atau tulisan lain dari
mereka yang berkewagjiban menurut undang-undang untuk merasiakannya,
sepanjang tidak menyangkut rahasia negara, hanya dapat dilakukan atas
persetujuan mereka atas izin khusus Ketua Pengadilan Negeri setempat, kecuali

undang-undang menentukan lain.

Mengenai penyimpanan benda sitaan di dalam rumah penyimpanan benda sitaan
negara, diatur dalam Pasal 44 ayat (1) KUHAP dan selama belum ada rumah
penyimpanan benda sitaan negara dapat dilakukan penyimpanan pada Kantor
Kepolisian Negara RI, Kantor Kejaksaan Negeri, gedung bank pemeritah dan
dalam keadaan memaksa di dalam tempat penyitaan lain atau tetap di tempat
semula benda itu disita. Kemudian diatur tentang pemeliharaan dan penyelesaian
benda-benda sitaan yang lekas rusak atau membahayakan atau biaya penyimpanan
terlau tinggi, maka benda-benda semacam itu jika masih di tangan penyidik atau
penuntut umum, dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau
penuntut umum dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya. Apabila sudah
di tangan pengadilan, dapat dilakukan hal yang sama oleh penuntut umum dengan
izin hakim yang menyidangkan perkara tersebut, diatur dalam Pasal 45 ayat (3)

KUHAP.

Mengenai benda sitaan yang bersifat terlarang seperti narkotika, disediakan untuk

dirampas untuk negara atau dimusnakan, diatur dalam pasal 45 ayat (4) KUHAP.
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Penyitaan berdasarkan Hukum Acara Pidana dapat berakhir sebelum ada putusan

hakim maupun setelah adanya putusan hakim, sebagai berikut:

1. Penyitaan dapat berakhir sebelum ada putusan hakim, yaitu karena:

a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;

b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti, atau tidak
merupakan delik; dan

c. perkara tersebut di kesampingkan demi kepentingan umum atau perkara
tersebut ditutup demi hukum, kecuali benda tersebut diperoleh dari suatu
delik atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu delik.

2. Penyitaan berakhir setelah ada putusan hakim, maka benda yang dikenakan
penyitaan dikembalikan kepada orang atau mereka yang disebut dalam
keputusan tersebut, kecuali apabila benda tersebut menurut putusan hakim
dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai
tidak dapat dipergunakan lagi, atau jika benda tersebut masih diperlukan

sebagal barang bukti untuk perkara, diatur dalam Pasal 46 ayat (2) KUHAP.

C. Pengertian Alat Bukti dan Barang Bukti

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan,
dimana dengan adat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan
pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu
tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa' Dalam sistem pembuktian

hukum acara pidana yang menganut stelsel negatif wettelijk, hanya alat-alat bukti

! R. Atang Ranoemihardja, Hukum Acara Pidana, (Bandung: Tarsito, 1980). HIm. 57
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yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian.?
Hal ini berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan
sebagal alat bukti yang sah. Alat-alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada
hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana aat-alat tersebut dapat
dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi
hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh
terdakwa. Menurut Waluyo, alat bukti adalah sesuatu hal (barang atau non barang)
yang ditentukan oleh undang-undang yang dapat digunakan untuk memperkuat

dakwaan.

Menurut Andi Hamzah, aat bukti adalah upaya pembuktian melalui aat-alat yang
diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil atau dalam perkara pidana
dakwaan di sidang pengadilan, misanya keterangan terdakwa, saksi, ahli, surat
dan petunjuk, dalam perkara perdata termasuk persangkaan dan sumpah.® KUHAP
telah diatur tentang alat-alat bukti yang sah yang dapat digjukan di depan sidang
peradilan. Pembuktian alat-alat bukti di luar KUHAP dianggap tidak mempunyai
nilai dan tidak mempunyai kekuatan yang mengikat. Adapun alat-alat bukti Pasal
184 ayat (1) KUHAP adalah sebagai berikut:

a. Keterangan Saksi;

b. Keterangan ahli;

c. Surat;

d. Petunjuk; dan

e. Keterangan terdakwa.

2 Martiman Prodjohamidjojo, Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti, (Jakarta: Pradya Pramita,
1990), HIm. 19
3 Andi, Hamzah, Op. cit. HIm. 254
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Mengenai alat bukti, KUHAP telah menjelaskan apasaja yang termasuk aat bukti
sebagaimana Pasal 184 KUHAP, sedangkan pengertian barang bukti dalam
KUHAP memang tidak dijelaskan secara eksplisit, tetapi dalam KUHAP diatur
beberapa ketentuan tentang barang bukti tersebut. Menurut Ansori Sabuan, barang
bukti adalah barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu
tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana.* Barang-barang
ini disita oleh penyidik untuk dijadikan sebagai bukti dalam sidang pengadilan.
Barang ini kemudian diberi nomor sesuai dengan nomor perkaranya, disegel dan

hanya dapat dibuka oleh hakim pada waktu sidang pengadilan.

Menurut Ratna Nurul Afiah, barang bukti yaitu barang bukti kejahatan, meskipun
barang bukti itu mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pidana.”
Andi Hamzah mengatakan bahwa barang bukti adalah barang mengenai mana
delik dilakukan (obyek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan yaitu alat
yang dipakai untuk melakukan delik, misanya pisau yang dipakai menikam
orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik, misalnya uang negara
yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah pribadi itu

merupakan barang bukti atau hasil delik.®

Pengertian barang bukti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benda yang
digunakan untuk meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara
pidana yang dituduhkan kepadanya’ Sudarsono dalam kamus Hukum

berpendapat bahwa, barang bukti adalah benda atau barang yang digunakan untuk

* Ansori Sabuan. Op. cit. HIm. 182

® Ratna Nurul Afiah. Op. cit. HIm. 14

®Ibid, HIm. 15

" Kamus Besar Bahasa Indonesia. Op. cit. HIm. 93
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meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang

diturunkan kepadanya.®

KUHAP memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud

dengan barang bukti, namun dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan

mengenal apa-apa sgja yang dapat disita, yaitu:

1

Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian
diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagal hasil dari tindak
pidana;

Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak
pidana atau untuk mempersiapkannya;

Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak
pidana;

Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
dan

Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana
yang dilakukan atau dengan kata lain benda-benda yang dapat disita
seperti yang disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP dapat disebut
sebagai barang bukti.?

Selainitu, di dalam Hetterziene in Landcsh Regerment (HIR) juga terdapat perihal

barang bukti. Dalam Pasal 42 HIR disebutkan bahwa para pegawai, pejabat atau

pun orang-orang berwenang diharuskan mencari kegahatan dan pelanggaran

kemudian selanjutnya mencari dan merampas barang-barang yang dipakal untuk

melakukan suatu kegahatan serta barang-barang yang didapatkan dari sebuah

kejahatan.

8 Sudarsono. Op. cit. HIm. 47
® Ratna Nurul Afiah, Op. cit. HIm. 14
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Penjelasan Pasal 42 HIR menyebutkan barang-barang yang perlu di-beslag
diantaranya:
1. Barang-barang yang menjadi sasaran tindak pidana (corpora delicti);
2. Barang-barang yang terjadi sebagai hasil dari tindak pidana (corpora
delicti);
3. Barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana
(instrumenta delicti); dan
4. Barang-barang yang pada umumnya dapat dipergunakan untuk

memberatkan atau meringankan kesal ahan terdakwa (corpora delicti).

Selain dari pengertian-pengertian yang disebutkan oleh KUHAP, pengertian
mengena barang bukti juga dikemukakan dengan doktrin oleh beberapa sarjana
hukum. Andi Hamzah mengatakan barang bukti dalam perkara pidana adalah
barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (obyek delik) dan barang
dengan mana delik dilakukan (alat yang dipaka untuk melakukan delik), termasuk
juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik.*® Ciri-ciri benda yang dapat
menjadi barang bukti:

a. Merupakan obyek materiil;

b. Berbicarauntuk diri sendiri;

c. Sarana pembuktian yang paling bernilai dibandingkan sarana pembuktian

lainnya; dan

d. Harusdiidentifikasi dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa.™

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, barang bukti atau corpus delicti adalah

barang bukti kejahatan. Pasal 181 KUHAP menentukan bahwa magelis hakim

wajib memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan

19 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), HIm. 254
2 bid.
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kepadanya apakah ia mengenali barang bukti tersebut. Jika dianggap perlu, hakim
sidang memperlihatkan barang bukti tersebut. Ansori Hasibuan berpendapat
barang bukti ialah barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu
delik atau sebagai hasil suatu delik, disita oleh penyidik untuk digunakan sebagai

barang bukti pengadilan.

Berdasarkan pendapat beberapa sarjana hukum di atas, dapat diketahui bahwa
yang disebut dengan barang bukti adalah:
a. Barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana;
b. Barang yang dipergunakan untuk membantu melakukan suatu tindak
pidana;
c. Bendayang menjadi tujuan dari dilakukannya suatu tindak pidana;
d. Bendayang dihasilkan dari suatu tindak pidana; dan
e. Benda tersebut dapat memberikan suatu keterangan bagi penyelidikan
tindak pidana tersebut, baik berupa gambar ataupun berupa rekaman

Suara.

Barang bukti yang merupakan penunjang alat bukti mempunyai kedudukan yang
sangat penting dalam suatu perkara pidana, akan tetapi kehadiran suatu barang
bukti tidak mutlak dalam suatu perkara pidana, karena ada beberapa tindak pidana
yang dalam proses pembuktiannya tidak memerlukan barang bukti, seperti tindak
pidana penghinaan secara lisan sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1)
KUHP. Bila dibandingkan dengan sistem Common Law seperti di Amerika
Serikat, alat-alat bukti tersebut sangat berbeda. Dalam Criminal Procedure Law

Amerika Serikat, yang disebut forms of evidence atau alat bukti adalah real



30

evidence, documentary evidence, testimonial evidence dan judicial notice.*?
Barang bukti dalam sistem Common Law ini, merupakan aat bukti yang paling
bernilai. Padahal real evidence atau barang bukti ini tidak termasuk alat bukti

menurut Hukum Acara Pidana Indonesia.*®

Bila memperhatikan keterangan di atas, tidak terlihat adanya hubungan antara
barang bukti dengan aat bukti. Pasal 183 KUHAP mengatur bahwa untuk
menentukan pidana kepada terdakwa, kesalahannya harus terbukti dengan
sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah; dan atas keterbuktian dengan
sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut, hakim memperoleh
keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang
bersalah melakukannya. Fungsi barang bukti dalam sidang pengadilan dapat
diketahui sebagai berikut:
a. Menguatkan kedudukan aat bukti yang sah;
b. Mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara sidang yang
ditangani;
c. Setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah maka barang
bukti tersebut dapat menguatkan keyakinan hakim atas kesalahan yang

didakwakan jaksa atau penuntut umum.**

2 Andi Hamzah, Op. cit. HIm. 255

3 Flora Dianti, http://www.hukumonline.convklinik/detail/It4e8ec99edd2ae/apa-perbedaan-al at-
bukti-dengan-barang-bukti, diakses tanggal 28 Desember 2012.

YIbid.
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D. Pelanggaran Lalu Lintas

Pengertian lalu lintas adalah gerak/pindah kendaraan manusia dan hewan di jalan
dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat gerak. Lalu lintas di
daam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 didefiniskan sebagai gerak
kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedangkan yang dimaksud dengan
ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah

kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupajalan dan fasilitas pendukung.

Penegakan hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan adalah proses
dilakukanya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum bidang
lalu lintas dan angkutan jalan secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam
penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Norma-norma hukum dalam
penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan telah diatur dalam Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan terbagi atas:
a. Penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas; dan

b. Penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Pengertian penyidikan antara lain dikutip dari Pasal 1 angka 16 KUHAP, yaitu
serangkaian tindakan penyidik dalam ha dan menurut cara yang diatur dalam
undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan
barang bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna
menentukan tersangkanya. Polisi lalu lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas
menyelenggarakan tugas kepolisisan mencakup penjagaan, pengaturan,

pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi
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dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu

lintas dan penegakan dalam bidang lalu lintas guna memelihara keamanan,

ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Kepolisian dalam menjalankan tugas di bidang lalu lintas, maka dibentuk Satuan

Lau Lintas (satlantas) yang bertugas melaksanakan Turjawali lau lintas,

pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registras dan

identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas

dan penegakan hukum di bidang lalu lintas. Satlantas dalam melaksanakan

tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

a

b.

C.

Pembinaan lalu lintas kepolisian;

Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral,
Dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas,

Pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan
hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lau lintas
(Kamsdltibcarlantas);

Pelayanan administras registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta
pengemudi;

Pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta
penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta
menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya;

Pengamanan dan penyelamatan masyarakat penggunajaan; dan

Perawatan dan pemeliharaan peralatan serta kendaraan milik kepolisian.’®

Satuan Lalu Lintas (Satlantas) dalam melaksanakan tugas dibantu ol eh:

a

C.

Urusan Pembinaan Operasional (Urbinopsnal)

Urbinopsnal bertugas melaksanakan pembinaan lalu lintas, melakukan
kerja sama lintas sektoral, pengkaian masalah di bidang lau lintas,
pel aksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan
hukum, perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.

Urusan Administrasi dan K etatausahaan (Urmintu)

Urmintu bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi  dan
ketatausahaan.

Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli (Unitturjawali)

3 http://www.jaksel.metro.polri.go.id, diakses tanggal 28 Desember 2012, pukul 19.30 WIB
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Unitturjawali bertugas melaksanakan kegiatan Turjawali dan penindakan
terhadap pelanggaran lalu lintas dalam rangka penegakan hukum;

d. Unit Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa (Unitdikyasa)
Unitdikyasa bertugas melakukan pembinaan partisipas masyarakat dan
Dikmaslantas,

e. Unit Registrasi dan Identifikasi (Unitregident)
Unitregident bertugas melayani administrasi registras dan identifikasi
kendaraan bermotor serta pengemudi.

f.  Unit Kecelakaan (Unitlaka)
Unitlaka bertugas menangani kecelakaan lalu lintas dalam rangka
penegakan hukum.*

1 http://www.jaksel.metro.polri.go.id, diakses tanggal 28 Desember 2012, pukul 19.30 WIB



